
 72

BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Simpulan 

Meningkatnya berbagai metode kejahatan baru yang menggunakan internet 

sebagai medianya seperti Image Based Sexual Abuse (IBSA) menjadi hal yang tak 

terhindarkan seiring dengan semakin umumnya penggunaan internet dalam kehidupan 

sehari-hari. Oleh karena itu, selama kurang lebih 5-6 tahun belakangan ini, telah 

banyak negara yang sudah menyusun peraturan pidana bagi IBSA (kecuali Filipina 

yang sudah jauh lebih dulu menyusun peraturan perundangan terkait ISBA). Hal 

penting yang sudah diatur di kebanyakan peraturan IBSA di negara lain (dan juga 

direkomendasikan oleh Mary Anne Franks) adalah memasukkan konsep persetujuan 

ke dalam unsur pasal pidana IBSA.  

Berdasarkan regulasi, dapat dilihat bahwa masih terdapat kesenjangan antara UU 

ITE dan UU Pornografi dengan regulasi IBSA di negara-negara lain dan juga panduan 

pembentukan peraturan IBSA Franks terutama dalam hal definisi gambar seksual 

persetujuan. Konsep persetujuan yang disranakna oleh Franks maupun terdapat dalam 

regulasi IBSA negara lain menyebutkan bahwa persetujuan harus dibedakan menjadi 

dua yakni persetujuan saat gambar diambil dan persetujuan saat gambar disebarkan. 

Ini berarti tidak otomatis ketika seseorang menyetujui gambar seksual pribadinya 

diambil lalu lantas diartikan ia memberikan izin untuk penyebaran gambar tersebut. 

Selain untuk melindungi korban, adanya unsur persetujuan pemilik gambar ini 

penting untuk menghindari kriminalisasi orang yang tidak tepat dalam artian bila 

gambar tersebut memang dibuat untuk diperlihatkan pada publik. Namun di samping 

UU ITE dan UU Pornografi, terdapat juga UU Perlindungan Saksi dan Korban yang 

secara substansi memiliki peran penting dalam perlindungan korban. 

Berkaitan dengan praktik perlindungan bagi korban, oleh karena peraturan IBSA 

di negara-negara lain kebanyakan masih terhitung baru, masih terdapat banyak 

kekurangan dalam hal praktik penegakan hukum dan perlindungan korban IBSA 
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seperti kurangnya SDM kepolisian yang berperspektif gender, kurangnya tenaga ahli 

digital forensic, minimnya jumlah peralatan untuk melakukan digital forensic, serta 

kurangnya edukasi masyarakat akan IBSA. Namun di sisi lain juga terdapat 

perkembangan yang diupayakan oleh baik negara, NGO, maupun pihak swasta seperti 

media melalui edukasi di lingkungan pendidikan tentang IBSA, upaya pencegahan 

pengunggahan konten yang dicurigai sebagai gambar seksual pribadi seperti yang 

baru diupayakan oleh Facebook, dan lainnya. Praktik penegakan hukum terkait kasus 

IBSA di Indonesia dapat dikatakan menghadapi masalah yang sama terutama dalam 

hal SDM dan infrastruktur. Namun, Indonesia juga mengalami persoalan di bidang 

KUHAP, khususnya di kewenangan penetapan tersangka.  

 

4.2 Saran 

Kesenjangan yang terjadi antara peraturan terkait IBSA di Indonesia dengan di 

negara lain dapat diatasi dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang 

telah ada sekarang seperti UU ITE dan UU Pornografi. Perlu adanya perbaikan dalam 

perlu juga untuk mempertimbangan pemidanaan hanya untuk penyebaran gambar 

seksual yang disebarkan untuk tujuan komersil atau untuk merugikan orang lain 

sehingga peraturan yang ada tidak bisa digunakan untuk mengkriminalisasi korban 

IBSA. Selain kedua UU tersebut, perlu juga mempertimbangkan memperluas 

kewenangan HPP dalam hal penetapan tersangka untuk mencegah kewenangan 

absolut penyidik yang justru dapat mengancam korban IBSA. 

Dari segi praktik, meskipun contoh-contoh praktik yang dilakukan di negara lain 

belum sempurna, penting bagi Indonesia untuk memberikan edukasi dan pelatihan 

bagi APH terkait digital forensic dan cara menangani kasus dengan perspektif gender 

yang baik. Hal ini penting mengingat metode dan jenis tindak pidana semakin 

berkembang seiring dengan semakin maraknya penggunaan internet. Selain itu, 

penting juga bagi Indonesia untuk mengalokasikan lebih banyak dana untuk peralatan 

digital forensic agar kepolisian di seluruh daerah memiliki peralatan untuk melakukan 

digital forensic (tidak terbatas hanya di Mabes POLRI). Di luar kedua hal itu, 

pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga seperti NGO dan pengelola media 

sosial besar untuk mengadakan pendidikan terkait IBSA di lingkungan institusi 
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pendidikan maupun secara umum dan mencari cara-cara pencegahan bagi IBSA di 

media sosial. 

Terakhir, penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut terutama dalam 

hal perspektif APH dalam menangani kasus IBSA atau peran rancangan peraturan 

seperti RKUHP, RKUHAP, dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam 

penyelesaian kasus IBSA.
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